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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA
PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN EEPUBLIK INDONESIA,

Menimbang @ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan tentang Tata Hutan dan Penyvusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di
Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Mengingat » 1. Pasal 17 avat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Momor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana  telah  diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

www.peraturan.go.id



2021, No.319

Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6373);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Kementerian  Lingkungan Hidup dan  Kehutanan
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 209);

B.  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor PIS/MENLHE-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian  Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN  MENTEEREI  LINGEKUNGAN  HIDUP  DAN
KEHUTAMNAN TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN
HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSL,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ckosistern  berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam havati vang
didominasi  pepohonan  dalam  persekutuan  alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan.
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Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu vang ditetapkan
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannyva
sebagal Hutan tetap.

Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yvang mempunyai
fungsi pokok sebagai perlindungan sistemn penvangga
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah,

Hutan  Produksi adalah Kawasan Hutan  yang
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan,
Tata Hutan adalah kegiatan menata ruang Hutan dalam
rangka pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan
vang intensif, efisien, dan efektif untuk memperoleh
manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan.
Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk
memanfaatkan  Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa
lingkungan, memanfaatkan Hasil Hutan Kayu dat bukan
kayvu, memungut Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu
serta mengolah dan memasarkan hasil Hutan secara
optimal dan adil untuk kesejahteraan masvarakat
dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pemanfaatan Kawasan  adalah  kegiatan  untuk
memanfaatkan rang tumbuh  sehingga  diperoleh
manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat
ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi
utamanya,

Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk
memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak
merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk
memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa
kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak
mengurangi lungsi pokoknya.

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan
untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hotan
berupa bukan kavua dengan tidak merusak lingkungan
dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
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11, Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/ataun Bukan Kayu
adalah kegiatan untuk mengambil hasil Hutan baik
berupa kayu dan/atau bukan kayu.

12, Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas
sebagian  Kawasan  Hutan  untuk  kepentingan
pembangunan  di luar kehutanan  tanpa  mengubah
status dan fungsi pokok Kawasan Hutan.

13. Kesatuan Pengelolaan Hutan vang selanjutnyva disingkat
KPH adalah wilayvah pengelolaan Hutan sesuai fungsi
pokok dan peruntukannya, vang dikelola secara efisien,
cfektif, dan lestari.

14, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yvang selanjutnya
disingkat KPHL adalah KPH wvang luas wilayah
seluruhnya atauw  sebagian  besar terditi dari Hutan
Lindung.

15, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi vang selanjutnyva
disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayah
seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan
Hutan Produksi.

16, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang selanjutnyva
disingkat RPHJP adalah rencana pengelolaan Hutan
untuk seluruh wilayah kerja unit KPHL atau unit KPHP
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun,

17. Reneana  Pengelolaan Hutan  Jangka  Pendek  yang
selanjuinyva disingkat EPHJPd  adalah  rencana
pengelolaan Hutan untuk kegiatan unit KPHL atau unit
KPHF dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

18, Peta  Dasar adalah  peta Rupa Bumi Indonesia
termutkahir yang ditetapkan oleh kepala badan yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di bidang
informasi geospasial,

19, Peta Arahan Pemanfaatan Hutan adalah peta indikatif
Pemanfaatan Hutan yvang ditetapkan oleh Menteri untuk
menjadi  acuan  pemberian Perizinan  Berusaha
Pemanfaatan Hutan Lindung dan Pemanfaatan Hutan

Produksi.
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Hak Pengelolaan adalah penetapan pemerintah atas
pengelolaan Hutan wvang  diberikan  kepada Perum
Perhutani sebagal badan usaha milik negara bidang
kehutanan.

Perizinan  Berusaha  Pemanfaatan  Hutan  yang
selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha
yvang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau  kegiatan Pemanfaatan
Hutan.

Sistem  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara
Elektronilke (Online Single Submission) vang sclanjutnya
disebut Sistem 083 adalah sistem elekironil terintegrasi
vang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga 0S8
untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis
risiko.

Nomor Induk Berusaha vang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas hagi
Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanyva.
Lembaga Pengelola dan  Penyelenggara 0SS vang
selanjutnya disebut Lembaga OS88 adalah lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan Urusan
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman maodal,
Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atao bulkti
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
Fencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan  yang
selanjutnya disingkat RKUPH  adalah  rencana  kerja
untuk seluruh areal kerja PBPH dengan jangka walktu 10
(sepuluh)  tahunan, antara lain memuat aspek
kelestarian Hutan, kelestarian usaha, aspek
keseimbangan lingkungan dan  pembangunan sosial
ekonomi masyarakat setempat,

Fencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan  yvang
selanjutnya  disingkat RKTPH adalah rencana kerja
dengan jangla waldtu 12 (dua belas) bulan yang disusun

berdasarkan RKUPH.
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28, Multiusaha Kehutanan adalah penerapan beberapa
kegiatan usaha Kehutanan berupa usaha Pemanfaatan
Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kavu dan
Bukan Kayu, dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan
pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

29, Sistemn Silvikultur adalah sistem budidaya Hutan atau
sistem  telknik  bercocolk tanaman Hutan mulai dard
memilih - benih atau bibit, penyemaian, penanaman,
pemelihara  tanaman, serta perlindungan hama dan
penyakit.

30, Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan vang
selanjutnya disingkat PBEPHH adalah Perizinan Berusaha
yvang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil
Hutan,

31. Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan  Hasil
Hutan yang selanjuinya  disingkat POKPHH adalah
persetujuan  yang  diterbitkan  oleh  pejabat yvang
berwenang untuk memulai kegiatan usaha Pengolahan
Hasil Hutan wvang terintegrasi dalam PEPH, Hak
Pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan
sosial, ataun vang terintegrasi dalam 1 (satu) lokasi
dengan Perizinan Berusaha kKegiatan Industri Lanjutan.

32, Pengolahan Hasil Hutan adalah kegiatan mengolah hasil
Hutan menjadi barang setengah jadi dan/atau barang
Jadi,

33. Pengolahan  Hasil Hutan  Kayve  adalah kegiatan
pengolahan kave  bulat, kayu bahan baku  serpih,
dan/atan biomassa kayu menjadi barang setengah jadi
atau barang jadi.

34, Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan
Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu menjadi barang
setengah jadi ataw barang jadi.

35, Kapasitas [zin Produksi adalah jumlah atau kemampuan
produksi Pengolahan Hasil Hutan paling banvak setiap
tahun yang diizinkan oleh Pemberi [zin atau pejabat vang

berwenang.

www.peraturan.go.id



36,

37,

a8,

3o,

40.

41,

42.

43.

Mesin Utama Produksi adalah mesin-mesin  produksi
pada jenis Pengolahan Hasil Hutan tertentu wyang
berpengaruh langsung terhadap kapasitas produlksi.
Perluasan PBPHH adalah peningkatan Kapasitas Izin
Produksi, penambahan jenis Pengolahan Hasil Hutan,
danfatau penambahan rEgam produlk Vang
mengakibatkan penambahan kebutuhan bahan bhaku.
Perubahan Komposisi Ragam Produk adalah
penambahan  dan/atau  pengurangan Kapasilas [zin
Produksi dari ragam produk yvang telah ditetapkan dalam
PBPHH, atau penambahan ragam  produk  baru
sepanjang tidak menambah total kapasitas produksi dan
total kebutuhan bahan haku.

Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi adalah
penggantian, penambahan mesin, dan fatau
pengurangan mesin pada jenis pengolahan dan ragam
produk yang telah ditetapkan dalam PEPHH dengan
tujuan untuk efisiensi, peremajaan, diversifikasi bahan
baku, serta untuk pengolahan limbah/sisa produksi,
tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan kapasitas
produlsi.

Rencana Kegiatan Operasional Pengolahan Hasil Hutan
vang selanjutnya disingkatr RKOPHH adalah rencana
kegiatan operasional pemegang PBPHH untuk jangka
waktn 1 (satw) tahun.

Penjaminan Legalitas Hasil Hutan adalah kegiatan yang
menjamin produk hasil Hutan berasal dari sumber vang
legal mulai dari hulu, hilir, sampai pemasaran dengan
tetap memperhatikan aspek kelestarian,

Sistermn Verilikasi  Legalitas dan  Kelestarian  vang
selanjutnya  disingkar  SVLK adalah  sistem  untuk
memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil
Hutan, ketelusuran hasil Hutan, dan/atan kelestarian
pengelolaan Hutan,

Tanda SVLK adalah tanda yang dibubuhkan pada hasil
Hutan, produk hasil Hutan, kemasan, atan dokumen

angkutan yvang menvatakan bahwa hasil Hutan dan
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produk hasil Hutan telah memenuhi standar kelestarian,
standar legalitas, atau ketentuan deklarasi.

44, Lembaga  Penilai dan Verifikasi  Independen  yvang
selanjutnya disingkat LPVI adalah perusahaan berbadan
hukum Indonesia terakreditasi dan ditetapkan oleh
Menteri untuk  menerbitkan  dokomen  penjaminan
legalitas  produk  hasil Hutan  dan melaksanakan
penilaian  kinerja pengelolaan Hutan lestari dan/atau
veriflikasi legalitas kayu.

45, Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal arau Lisensi FLEGT
vang sclanjutnya disebut Lembaga Penerbit adalah LPYI
vang memenuhi svarat dan telah ditetapkan sebagai
Penerhit Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT,

46. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disinglat
KAN adalah lembaga vang mengakreditasi LPVI,

47. Auditee adalah pemegang Perizinan Berusaha, pemegang
Hak Pengelolaan, pemegang perselujuan pengelolaan
perhutanan sosial, pemegang persetujuan pemanfaatan
kavu kegiatan non kehutanan, tempat penampungan
hasil Hutan, pemilik/pengolah kayu Hutan Hak/HHBE,
atau eksportir yvang dinilai oleh LPVL.

48, Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari vang selanjutnya
disingkat 5-PHL adalah surat keterangan vang diberikan
kepada pemegang PEBPH atau pemegang Hale Pengelolaan
vang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari
|Sustainable Forest Management; SFM).

49, Sertifikat Legalitas Hasil Hutan yang selanjutnya disebut
S-Legalitas  adalah  surat  wvang diberikan kepada
pemegang PEPH, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang
persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang
persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanarn,
pemilik Hutan Hak, tempat penampungan hasil Hutan,
pemegang PBPHH, pemegang Perizinan Berusaha untuk
kegiatan  usaha  industri, atau  eksportir  yvang
menerangkan  telah memenuhi standar legalitas  hasil

hutan (forest product legality).
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Penilikan atau  survetllonce  adalah  kegiatan  vang
dilakukan oleh LPVI untuk memastikan Auditee masih
menerapkan  sistem manajemen mutu, standar, dan
pedoman SVLE,

Pemantau Independen adalah masyvarakat madani baik
perorangan  atan  lembaga yvang berbadan hukum
Indonesia.

Sistern  Informasi  Legalitas  dan Kelestarian  vang
selanjutnya  disingkat SILK  adalah  sistem  informasi
berbasis  web  vang  digunakan  sebagai  sarana
pencatatan, penerbitan dokumen penjaminan legalitas
produk  hasil Hutan, pelayvanan uji  kelavalkan, dan
pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan SVLK,
Dokumen Verified Legal vang selanjutnya  disebut
Dokumen V-Legal adalah dokumen bukti penjaminan
legalitas kayvu, produk kayu dengan tujuan ckspor selain
ke Uni Eropa dan Kerajaan Inggris Raya.

Dokumen Lisensi Forest Low Enforcement, Government,
and Trade yang selanjutnya disebut Lisensi FLEGT
adalah dokumen bukti penjaminan legalitas kayu,
produk kayu dengan tujuan ekspor ke Uni Eropa dan
Kerajaan Inggris Raya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak wang selanjutnya
disinglkat PNBP adalah pungutan vang dibayvar oleh
orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfast
langsung maupun tidak langsung atas layanan atau
pemanfaatan sumber dava dan hak wang diperoleh
MNegara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, vang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat
di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola
dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja
Negara.

luran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang
selanjuinya  disingkat IPBPH adalah pungutan vang
dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan.
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37, Prowisi Sumber Daya Hutan vang selanjutnyva disingkat
PSDH adalah  pungutan vang dikenakan sebagai
pengganti nilai intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil
usaha yvang dipungut dari Hutan Negara.

S8, Dana Rehoisasi yvang selanjutnya disinglkat DR adalah
dana vang dipungut atas pemanfaatan kavu vang
tumbuh alami dari Hutan Negara.

59, Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak vang
selanjutnya disingkat SIPNBP adalah aplikasi berbasis
web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan,
penyimpanan, dan pemantauan data PNBF.

60, Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam
negeri atau luar negeri yvang mempunyai kewajiban
membayar PNBP sesuai dengan kKetentuan peraturan
perundang-undangan,

61, Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat
PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas
perencanasn  produlesi, pemanenan atau  penecbangan,
pengukuran, pengujian, penandaan,  pengangkutan/
peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hatan.

62, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan adalah kegiatan
unituk menetapkan jumlah, jenis, dan volume/berat,
serta untuk mengetahui mutu (kualitas) hasil Hutan,

63, Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan vang selanjuthya
disebut GANISPH adalah setiap orang vang memiliki
kompetensi kerja di bidang pengelolaan Hutan,

64, Sistern Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan vang
selanjutnya  discbut SIGANISHUT adalah  seranghkaian
perangkat dan  prosedur  elektronik  yang  berfungsi
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,
menganalisis, menyimpan, menampilkarn,
mengumumkan, mengirimkan, dan  menyebarkan
informasi terkait GANISFH.

65, Sistemn Informasi Penatausahaan Hasil Hutan vyang
selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi
berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan
dan pelaporan secara elektronik dalam  pelaksanaan

penatausahaan hasil Hutan,
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Sistemn Informasi Hasil Hutan Bukan Kayu vang
selanjutnya disingkat SIHHBK adalah sistem informasi
berbasis  web  yang  berfungsi  untuk  melakukan
pencatatan serta penvimpanan data pemanfaatan atao
pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Tempat Penimbunan Kavuy Huotan selanjutnya disebut
TPK Hutan adalah tempat milik Pemegang
PBPH /persetujuan pemerintah  vang berfungsi untuk
menimbun Kayu Bulat hasil penebangan, yvang lokasinya
berada dalam areal perizinan/persetujuan vang
bersangkutan.

Tempat Penimbunan Kavu Antara selanjuinya disebut
TPK  Antara  adalah  tempat milik  Pemegang
PBPH/persetujuan pemerintah vang berfungsi untuk
menimbun Kayvu Bulat hasil penebangan, vang lokasinyva
berada i luar areal perizinan/persetujuan vang
bersangkutan,

Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang
selanjutnya  disingkat TPT-KB  adalah  tempat untuk
menampung  Kayu  Bulat, milik perusahaan vang
bergerak dalam bidang Kehutanan atau perkayuan,
Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP
adalah dokumen yang memuat data produksi hasil
Hutan baik kayu maupun bukan kayu.

Laporan Hasil Produksi Kavu vang selanjutnya disebut
LHP-Kayu adalah dokumen yang memuat data produlksi
hasil Hutan berupa kayu.

Laporan Hasil Produksi Bukan Kayu vang selanjutnya
disebut LHP-Bukan Kayvu adalah dolkumen yvang memusat
data hasil pemanenan/pemungutan atau pengumpulan
hasil hutan bukan kavu.

Laporan Hasil Produksi Jasa Lingkungan vyang
selanjutnya disebut  LHP-Jasa Lingkungan adalah
dokumen Vang memat data hasil
pemanenan/pemungutan atau pengumpulan hasil hutan

berupa jasa lingkungan.
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T4, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kavu wvang
selanjutnya  disingkat SKSHHK adalah  dokumen
angkutan Hasil Hutan Kayu vang diterbitkan melalui
SIPUHH.

75, Nota Angkutan adalabh dokumen angkutan vang
digunakan untulk menyertai penganglkutan  khusus
dan/atau hasil Hutan tertentu.

TE. Surat Angkutan kayvu Rakyat yvang selanjutnya disingkat
SAKE adalah dokumen angkutan kayu vang berfungsi
sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai
pengangkutan kavu hasil budidava yang berasal dard
hutan hak.

77. Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati vang
berupa Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan
berupa Hasil Hutan Kayvu wvang tumbuh alami (Hutan
alam| dan/atau Hasil Hutan Kayu hasil budidaya
tanaman [Hutan tanaman) pada Hutan Produksi.

78, Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnyva disingkat
HHBK adalah hasil Hutan hayati selain kayvu baik nabati
maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya
yang berasal dari Hutan Negara.

79, Kayu Bulat adalah kayu hasil penebangan dapat berupa
Kayu Bulat besar, Kayu Bulat sedang, atau Kavu Bulat
kecil.

80, Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu
Bulat, bahan haku serpih dan/atau kayu bahan baku
setengah  jadi, dengan ragam produk berupa  kayu
gergajian termasuk ragam produk turunhannya, veneer
termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya,
dan serpih kayu (wood chips) termasuk ragam produk
turunannya.

#1. Limbah Pemanenan adalah semua jenis kayu sisa
pembagian batang berupa tunggak, cabang, dan ranting
yvang tertinggal di Hutan.

82, Audit Kepatuhan yang selanjutnya disebut audit dalam
peraturan ini adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan

secara menveluruh dan  obyektif untuk memastikan
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ketaatan dan kepatuhan terhadap seluruh kewajiban
dan larangan bagi pemegang Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan, Pengolahan Hasil Hutan, pemegang
persetujuan pemerintah, dan perizinan lainnya sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum
administrasi wvang bersifat pembebanan kewajiban/
perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata
usaha negara vang dikenakan kepada pemegang
Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah atas
dasar ketidaktaatan  terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan dan/atan
ketentuan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan
pemerintah yvang terkait dengan kehutanan.

Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urisan
pemerintahan  di bidang  lingkungan  hidup dan
kehutanan.

Sekretaris Jenderal adalah  Pejabat Pimpinan Tinggi
Madva wang membidangi urusan kesekretariatan
linglkungan hidup dan kehutanan.

Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
vang membidang] urusan pengelolaan Hutan lestari.
Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di
tingkat provinsi vang diserahi tugas dan bertanggung
Jjawab di bidang kehutanan.

Kepala Dinas adalah kepala organisasi perangkat daerah
provinsi yvang membidangi urusan kehutanan.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan
bertanggung jawah kepada Direktur Jenderal.

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang
perseorangan  atau  badan hukum Koperasi, dengan
pemisahan kekayaan para anggotanya sebagal modal

untuk menjalankan usaha, vang memenuhi aspirasi dan
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kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan
budava sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

02, Perseorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia
yvang cakap bertindak menurut hukum.

403, Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, atau badan
usaha yang berbentuk badan hukom atau bukan badan
hukum vang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yvang

melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu.

Bagian Kedua
Fuang Lingkup

Pasal 2
Ruang lingkup peraturan Menteri ini, meliputi:
a. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutar;
PBPH:
Usaha Pemanfaatan Hutan;

&

Pengolahan Hasil Hutan;
Penjaminan Legalitas Hasil Hutan;
PUHH;

PNBFP Pemanfaatan Hutan;

= I T =T

Pembinaan, Pengendalian serta Pengawasan
Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan; dan

i. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pemanfaatan
Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan.
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BAB 11
TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
HUTAN
Bagian Kesatu
Tata Hutan

Pasal 3
(1] Tata Hutan dilaksanakan pada setiap unit KPHL
dan/atau unit KPHP oleh kepala KPH.
(3] Pelaksanaan Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} meliputi:
A, inventarisasi Hutan;
b. perancangan Tata Hutan;
©.  penatasan batas dalam unit pengelolaan Hutan;
d pemetaan Tata Hutan, dan

e, partisipasi para pihak melalui konsultasi publile

Pasal 4
(1] Inventarisasi Hutan  scbagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 23 avat (2] huruf a dilaksanakan untuk
mendapatkan data dan informasi mengenai:
a.  status, penggunaan, dan penutupan lahan,

b, jenis tanah, kelerengan lapangan/topografi;

. iklimg;

d. hidrologi, bentang alam, dan gejala-gejala alam,

€. gambaran keadaan flora dan fauna;

f.  jenis, potensi, dan sebaran Pemanfaatan Kawasan,

jasa lingkungan, Hasil Hutan Kavu, dan HHBK;
g jenis, populasi, dan habitat flora dan fauna;
h.  kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat;
i. potensi konflik; dan
j-  aksesibilitas,
(2] Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dilakukan dengan cara:
a. survel lapangan; dan/atan
b, analisis data hasil penginderaan jarak jauh,

informasi ilmiah, serta informasi sumber daya
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Hutan dari pemangku VAang dapat
dipertanggungjawablkan.

(3] Hasil inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} berupa data dan informasi meliputi:

a. data pokok berupa potensi tegakan kayu dan
HHEEK, potensi sumber daya tumbuhan  non kayu
potensi  Pemanfaatan Kawasan, potensi  jasa
lingkungan dan disajikan pada peta hasil kegiatan
dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding
lima puluh ribu); dan

b,  data  penunjang  berupa  infrastruktur vang
mendukung  pengelolaan  Hutan, kondisi  sosial
ekonomi dan budaya masyarakat, informasi kondisi
daerah aliran sungai dan sub daerah aliran sungai,
informasi jenis tanah, kelerengan, curah hujan, dan
kawasan hidrologis gambut.

i4) Hasil pelaksanaan inventarisasi Hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:

4. penyusunan  rancangan  Tata Hutan  melipud
pembagian blok dan petak; dan

b.  penyusunan rencana pengelolaan meliputi RPHJP
dan RPH.JPd.

5] Pelaksanaan inventarisasi Hutan sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 ([satu) kali
dalam 5 [lima] tahun.

(6] Pelaksanaan inventarisasi Hutan untuk penyusunan
RPH.JPd sebagaimana dimalksud pada avat (4] dilakukan
setiap tahun,

Pasal 5
(1] Perancangan Tata Hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
4. perancangan pembagian blok dalam wilayah KPHL
atau KPHP; dan
b, perancangan  pembukasn wilayah  Hutan  untuk

jalan Hutan, sarana, dan prasarana.
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(2] Perancangan Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] harus terintegrasi dengan perancangan areal
vang telah  dibuat  oleh pemegang  PEPH, Hak
Pengelolaan, dan,/atau pemegang persetujuan
pengelolaan perhutanan sosial.

(3] Pembagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huraf a memperhatikan:

a. karakteristik biofisik lapangan;

b.  kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar;

c. potensi Pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan,
Hasil Hutan Kayu dan HHBEK;

d. keberadaan  PBPH, peErsetijuan Penggunaan
Kawasan Hutan, dan persetujuan pengelolaan
perhutanan sosial; dan

e,  Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN),
Rencana Kehutanan Tingkat Provins: (RKTF), Peta
Arahan Pemanfaatan Hutan Lindung, Peta Arahan
Pemanfaatan Hutan Produksi, Peta Indikatif dan
Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), dan Peta Indikatif
Penghentian Pemberian [zin Baru (PIPPIB).

(4] Pembagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul a pada Hutan Lindung meliputi:

a.  hlok inti;

b, blok pemanfaatan; dan

c.  Dblok khusus.

(5] Blok inti pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud
pada ayat (4] huruf a dibatasi ontuk  kegiatan
pemungutan HHBK dengan  tidak merusak tegakan
Hutan,

6] Blok pemanlaatan pada Hutan Lindung sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:

a. blok pemanfaatan untuk perizinan  berusaha
berupa:

1. Pemanfaatan Kawasan;
2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan
3. pemungutan HHEK,

dan/atau
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b, blok pemanfaatan untuk pengelolaan perhutanan
sosial,

(7] Blok khusus pada Hutan Lindung sebagaimana
dimaksud pada avat (4) huruf ¢ merupakan blok untuk
menampung kepentingan khusus di wilayah KPH,

i8]  Pembagian blok sebagaimana dimaksod pada ayat (1)
huraf a pada Hutan Produksi meliputi:

a. hlok perlindungan;
b.  blok pemanfaatan; dan
c.  hlok khusus.

9]  Blok perlindungan pada Hutan Produksi schagaimana
dimaksud pada ayat (8) hurul a dibatasi untuk kegiatan:
a. pemungutan HHBK; dan
b. Pemanfaatan Jasa Linglkungan.

(10 Blok pemanfaatan pada Hutan Produksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf b dibagi menjadi:

a. Dblok pemanflaatan untuk perizinan berusaha; dan
b.  blok pemanfaatan untuk pengelolaan perhutanan
sosial.

i11) Blok khusus pada Hutan Produksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf ¢ merupakan blok untuk
menampung kepentingan khusus di wilayah KPH.

(12) Kepentingan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (11] dilaksanakan sesual  dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,

Pasal 6

(1] Penataan batas dalam unit  pengelolaan  Hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (2) huruf ¢
dilakukan berdasarkan:
a, rancangan Tata Hutan; dan
b.  jenis pengelolaan vang dapat dilakukan pada unit

pengelolaan Hutan.

(2] Penataan batas dalam unit  pengelolaan  Hutan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
kegiatan:

a. Pemanfaatan Hutan;
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b, Pengegunaan Kawasan Hutan,

c. rehabilitasi dan reklamasi Hutan; dan

d. pengelolaan perhutanan sosial.

Penataan batas dalam  unit  pengelolaan Hutan
sehagaimana dimaksud pada avat (2] dilakukan dengan
memperhatikan:

a. produktivitas dan potensi Kawasan Hutan;

b.  keberadaan kawasan lindung yang meliputi:

kawasan gambut;

e

kawasan resapan air;
sempadan pantai;
sempadan sungai,

kawasan sekitar danau /waduk;

BNOoH R

kawasan sekitar mata air;

=]

kawasan cagar budayva;
&. kawasan rawan bencana alam;
0. kawasan perlindungan plasma nutfah;
10, kawasan pengungsian satwa; dan
11. kawasan pantai berhutan bakau.

c, kondisi  penggunaan/penutupan lahan  sesuai
dengan kemampuan lahan;

d.  sungai, alur sungai, dan/atan jalan Hutan yang
sudah ada atau yang direncanakan pembukaan
jalan Hutan;

e,  perubahan  Sistem  Silvikultur  dan/atau jenis
tanaman Hutan;

f. areal Penggunaan Kawasan Hutan; dan

2. kegiatan rehabilitasi Hutan vang sudah terbangun
dan/fatau areal yvang diarahkan untuk kegiatan

rehabilitasi.

Pasal 7
Pemetaan Tata Hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat [2) huruf d dilakukan dengan penyusunan
rancangan Tata Hutan dalam bentul peta Tata Hutan

vang menggunakan Peta Dasar dan sumber data spasial
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lainnva dengan skala peta paling kecil 1:530.000 (satu

berbanding lima puluh ribu).

(2] Pemetaan Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} paling sedikit memuat informasi:

a. hatas wilayah KPH vang telah ditetapkan Menteri;

b, pembagian batas blok;
fungsi kawasan unit pengelolaan Hutan; dan

d. rencana pembentukan resor yvang akan dibangun
atau deflinitif.

(3] Penyajian peta Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dengan ketentuan untuk:

A,  wilayah KPH kurang dari 50,000 Ha (lima puluh
ribu heltare], skala peta paling kecil 1:50.000 (satu
berbanding lima puluh ribu);

b,  wilayah KPH dari 50.000 Ha (lima puluh ribu
hektare) sampai dengan 100,000 Ha (seratus ribu
hektare), skala peta paling kecil 1:100.000 (satu
berbanding seratus ribu); dan

o, wilayah KPH lebih dari 100,000 Ha (seratus ribu
hektare], skala peta paling kecil 1:250,000 (satu
berbanding dua ratus lima puluh ribu).

(4] Penyajian peta Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} disusun dan dijadikan lampiran RPHJP,

i3] DPeta Tata Hutan sebagaimana dimalksud pada avat (1)
disahkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Bagian Kedua
Rencana Pengelolaan Hutan
Paragral 1

Lmum

Pasal 8
(1) Rencana pengelolaan Hutan disusun berdasarkan hasil
inventarisasi dan rancangan Tata Hutan,
(2] ERencana pengelolaan Hutan  sebagaimana  dimaksud

pada ayat (1) meliputi:
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a. RPHJP jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
b, RPHJPd jangka walktu 1 (satu) tahun.

(3] RPHJP sehagaimana dimaksud pada ayvat (2) hurof a
paling sedikit memuat:

a, deskripsi wilayah;

b, wisi dan misi;
c, potensi sumber daya;
d. kondisi vang dihadapi;

e.  analisis proyeksi;

=

strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan

Hutan vang meliputi Tata Hutan, pemanfaatan dan

Pengesunaan Kawasan Hutan, rehabilitasi Hutan

dan reklamasi, perlindungan dan pengamanan

Hutan, serta konservasi alam;

g rencana kegiatan pengelolaan KPHL dan/atau KPHP
memuat perencanaan organisasi vang didalamnya
memuat pengembangan sumber daya manusia,
pengadaan sarana dan prasarana, dan pembiayaan;

h.  pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; atau

i. kegiatan lainnya sesual dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan,.

Paragraf 2
Pernyusunan dan Penilaian Eencana Pengelolaan Hutan

Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 9

(1] RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2] hurul a disusun oleh kepala KPH
untuk setiap unit pengelolaan Hutan dan dilaporkan
kepada Kepala Dinas oleh KPH,

(2] Penyusunan RPHJP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} melibatkan  UPT  wang  terkait  lingkup
Kementerian,

(3] Penyusunan RPHJP  sebagaimana dimaksud  pada
ayat (1} memperhatikan:
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a., Fencana Kehutanan Tingkat MNasional [EKTM] dan
Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP);

b, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMMN) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi (RPJMP|;

e, program dan kebijakan nasional dan daerah vang
terintegrasi  dengan rencana Kerja pemegang
PBPH/ persetujuan;

d. aspirasi, peran serta, dan nilai budaya masyarakat
serta kondisi lingkungan setempat; dan

. memuat semua aspek pengelolaan Hutan lestard.

Pasal 10

(1] Kepala Dinas mengusulkan penilaian dan pengesahan
usulan RPHJP wang dilengkapi dengan dokumen
elektronik kepada Direktur Jenderal.

(2]  Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh] hari
kerja sejak diterimanya dengan lengkap usulan RPHJP
dan dokumen elektronik, melakukan verifikasi dan
validasi data/informasi, serta dokumentasi pendukung
usulan RPHJP.

i3] Pelaksanaan verifikasi dan validasi data/informasi serta
dokumentasi pendulkung usulan RPHJP scbagaimana
dimaksud pada ayvat [2) dilakukan melalui pembahasan
vang melibatkan eselon | terkait lingkup Kementerian,

(4] Penyusunan dan penilaian BPHJP KPHL atau REFHJP
KPHP dilakukan melalui Sistem Informasi Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (SI-RPHJP).

(3] Pedoman penyusunan RPHJP sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 1 wang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,

Paragraf 3

Pengesahan RBencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang

Kesatuan Pengelolaan Hutan
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Pasal 11

(1) Permohonan pengesahan RPHJP  disampaikan  oleh
Kepala Dinas dengan dilengkapl dokumen elektronik
kepada Direktur Jenderal.

2]  Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan
RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP dalam  bentuk
keputusan berdasarkan hasil pembahasan penilaian
usulan RPHJP yvang telah diperbaiki.

Paragraf 4
Perubahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang

Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasgal 12
(1) RPHJP KPHL atau RPHJP KPHF vang telah ditetapkan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat
dilakukan perubahan.
(2] Perubahan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi:

a. perubahan arahan dan/atan luasan blok di dalam
wilayah KPHL atau KPHP;

b, perubahan vang diakibatkan adanva pemanlaatan
dan Penggunaan Kawasan Hutan, serta pengelolaan
perhutanan sosial;

c. perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan
di dalam wilayah KPHL dan KPHP, dan

d. perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

i3 Perubahan EPHJP KPHL atau RPHJP KPHP dilakukan
melalui SI-BRPHJP.

4] Pedoman perubahan RPHJP sebagaimana  tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13
Usulan perubahan RPHJP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 disampaikan oleh Kepala Dinas berikut dokumen
elektronik kepada Direktur Jenderal untuk dinilai,
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Pasal 14

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dilakukan oleh Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan perubahan.

(2] Dalam hal substansi perubahan REPHJP disetujui,
Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan
perubahan RPHJP.

(3] Dalam hal substansi perubahan REPFHJP belum dapat
disetujui, Direktur Jenderal menvampaikan arahan
perbaikan perubahan RPHJP kepada Kepala Dinas.

4] Kepala Dinas menyampaikan perbaikan perubahan
RPHJFP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
kepala KPH.

(53] Kepala KPH dalam jangka waktu paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak  diterima arshan perbaikan
perubahan RPHJP KPHL atau perubahan EPHJP KPHP
sebagaimana  dimaksud pada avat (3] melakukan
perbaikan usulan perubahan EPH.JP, dan
menyampaikan kembali kepada Direktur melalui Kepala
Dinas,

(6]  Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah menerima
perbaikan  sehagaimana  dimaksud  pada  avat (5]
menerbitkan keputusan pengesahan perubahan RPHJP
KPHL atau RPHJP KPHF wyang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari keputusan pengesahan RPHJP KPHL
atan EPHJF KPHF sebelumnya,

Paragrafl 5
Penyusunan, Penilaian, dan Penetapan Rencana Pengelolaan
Hutan Jangka Pendek

Pasal 15
(1] RPHJPd schagaimana dimaksud dalam Pasal 8 avat (2]
huruf b disusun oleh kepala KPH paling lambart 1
isatu) tahun setelah RPHJP ditetapkan.
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(2] EPFHJPd disusun sesuai dengan RPHJP yang telah
ditetapkan.

i3] RPHJPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

o

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPH;

b, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemegang
PEBFH;

c.  persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/
pengelolaan perhutanan sosial di wilavah KPH;

d. tujuan pengelolaan Hutan lestari dalam KPH yang

bersangkutan;

evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;

target yang akan dicapai;

hasis data dan informasi;

oom oo

status neraca sumber dava Hutan;

=

prmantauan, evaluasi, dan pengendalian
kegiatan; dan

i partisipasi para pihak.

Pasal 16

(1) RPHJPd yang telah disusun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 avat (1) disampaikan kepada Kepala
Dinas paling lambat 2 {dua) bulan sebelum  tahun
berjalan, untuk dilakuksan penilaian dan  penetapan
melalui SI-RPHJP,

2] RPHJPd yang telah disusun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan:

a. penilaian oleh pejabat pada Dinas Provinsi yvang
membidangl urusan perencanaan Hutan; dan
b. penetapan oleh Kepala Dinas.

3] RPHJPd vang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] berlaku mulai tanggal 1 Januari dan
berakhir pada tanggal 31 Desember, dan menjadi dasar
kegiatan dalam pengelolaan Hutan oleh KPH pada tahun
berjalan.
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(4] EPFHJPd KPFH wvang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada avat (2] beserta dokumen elektronik
disampaikan kepada kepala KkPH, dan salinannya
disampaikan kepada:

a. Menteri; dan
b, kepala UPT.

(3] Dalam hal SI-EPHJPd sebagaimana dimaksod pada
ayat (1} belum tersedia atau tidak dapat diakses, rusak
atau mendapat gangguan karena sebab kahar (force
majeur) maka proses dapat dilakukan secara manual,

6] Pedoman penyusunan EPHJPd sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ wvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan
Paragral 1
Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan

Fasal 17

(1] Gubernur menetapkan pembentukan organisasi KPH dan
wilayah pengelolaan KPH pada Hutan Lindung  dan
Hutan Produksi.

2] Wilayah pengelolaan KPH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat terdiri dari 1 (satu) atao lebih unit
pengelolaan Hutan dengan mempertimbangkan efisiensi,
efektifitas, dan rentang kendali pengelolaan,

(3] Hutan di luar Kawasan Hutan dapat menjadi bagian
wilayah pengelolaan  KPH  yang terdekat dengan
mempertimbangkan kesamaan ckosistem, hatas
administrasi, dan jangkauan pelayvanan pengelolaan
Hutan.

4] Pembentukan organisasi KPH dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
(1) Pemerintah Pusat dan  Pemerintah Daerah  sesuai

kewenangannya bertanggung jawab terhadap

www.peraturan.go.id



o7 2021, No.319

pembangunan KPH dan pengembangan KPH serta sarana
dan prasarana KPH,

(2] Penetapan bentuk organisasi KPH  sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan i bidang organisasi

perangkat pusat dan daerah,

Pasal 19
Organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penvelenggaraan
pengelolaan Hutan meliputi:
a. perencanaan pengelolaan;
b.  pengorganisasian;
¢, pelaksanaan pengelolaan; dan
d

pengendalian dan pengawasan,

Paragraf 2

Sumber Daya Manusia Pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 20

(1) KPH dipimpin oleh seorang kepala KPH.

(2] Kepala KPH harus memenuhi standar kompetensi bidang
teknis kehutanan dan svarat administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3] Personil yvang mengelola KPFH harus memenuhi jumlah
dan standar kompetensi bidang teknis kehutanan untuk
dapat menunaikan tugas dan fungsinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4] Pemenuhan  personil  sebagaimana dimaksud  pada
ayat (2] berasal dari Aparatur Sipil Negara dan non
Aparatur Sipil Negara.

(5] Kompetensi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan
ayat (2) mengacu kepada peraturan mengenai Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

B Pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada
avat (1), avat (2], dan avat (3] melalui pendidikan dan
pelatihan.
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7] Pemerintah Daerah harus memperhatikan antara lain
syarat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh lembaga
sertifikasi profesi di bidang kehutanan.

(%) Dalam hal syarat kompetensi kerja  sebagaimana
dimalksud pada avat (6] belum diterbitkan oleh lembaga
sertifikasi prolesi maka ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3
Fesor Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 21

(1) Dalam hal melaksanakan pengelolaan Hutan di wilayah
kerja KPH dibentuk resor KPH yvang dipimpin oleh kepala
resor,

2] Pembentukan resor KPH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memperhatilkan rentang kendali pengelolaan
Hutan dan/atau pelayanan teknis pengelolaan Hutan
oleh Pemerintah  Daerah, luas wilavah  pengelolaan,
sarana dan prasarana, serta ketersediaan sumber dava
manusia di KPH.

3] Kepala resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala KPH
dalam melaksanakan pengelolaan Hutan di wilayah

kerjanya.

Bagian Keempat
Fasilitasi Dana Pembangunan dan Pengembangan Kesatuan
Pengelolaan Hutan

Pasal 22

(1] Dana pembangunan dan pengembangan KPH bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yvang
sah dan tidalk mengikat.

(2] Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diarahkan untuk mendukung
program pembangunan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan,
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(3] Penyvaluran dan penggunaan dana pembangunan dan
pengembangan  KPH  sebagaimana  dimaksud  pada
ayvat (1] sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan di hidang keuangan,

Pasal 23

Dana pembangunan dan pengembangan KPH sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayvat (1) diperuntukan:

a4, penyusunan rencana  pengelolaan Hutan VANE
dituangkan dalam dokumen RPHJP dan RPHJPd;

b, melaksanakan koordinasi  perencanaan  pengelolaan
Hutan dengan pemegang PBPH, pemegang persetujuan
penggunaan dan pemegang persetujuan  pelepasan
Kawasan Hutan, serta pemegang persetujuan
pengelolaan perhutanan sosial;

c.  pelaksanaan pembangunan pengelolasn berbasis resor
(resort based management):

1.  perencanaan pembangunan resor;

2. pembangunan sarana dan prasarana; dan

3. operasionalisasi resor.

d. fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan
hidup dan kehutanan terdiri atas:

1. fasilitasi inventarisasi Hutan, pengukuhan Kawasan
Hutan, penatagunaan Kawasan Hutan, dan
penyusunan rencana kehutanan pada KPH, antara
lain:

a) inventarisasi Hutan tingkat KPH;

b} identifikasi seluruh potensi Kawasan Hutan;

c]  penyusunan neraca sumber dayva Hutan;

d} penyusunan rancangan Tata Hutan;

e]  pengadaan  peralatan pengukuran  dan/atau
pemetaan digitasi; dan/atau

fi pengembangan sistem jaringan spasial KPH;

2. [asilitasi rehabilitasi Hutan dan reklamasi pada KFH
terdiri atas:

a) identifikasi lahan lritis;

bl prakondisi masyarakat;
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] penguatan kelembagaan masyvarakat;
d] penyusunan rancangan teknis rehabilitasi
hutan dan lahan;

&)  persemaian,pembibitan;

=]

penanaman dan/atay pengayaan;

gl pemeliharasan tanaman;

h) pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau
ij  pemantauan dan  evaluasi  pelaksanaan
keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan;

3. fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan

Kawasan Hutan pada KPH, terdiri atas:

a) identifikasi Kawasan Hutan yang tidak dibebani
PBPH dan persetujuan pengelolaan perhutanan
sosial;

bl identifikasi  kebutuhan GANISPH dan/atan
tenaga profesional di bidang kehutanan;

c| identifikasi dan penyelesaian konflik tenurial
dalam areal KFH;

d]  pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan
PBPH;

e] pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUHH,

fi pemantauan dan  evaluasi  pelaksanaan
kewajiban PNBEP di wilayah KPH;

£ pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kerjasama PBPH dengan masyarakat;

h)  pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jangka
benah  kerjasama  persetujuan  Penggunaan
Kawasan Hutan dengan PBPH di wilayah KPH;

il  pemantauan dan evaluasi kegiatan Penggunaan
Kawasan Hutan;

il fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan lapangan
dalam rangka perhitungan penggantian biaya
investasi; dan/atau

k| pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja

sama penggunaan jalan angkutan atau koridor;

dan
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4, fasilitasi perlindungan dan pengamanan Hutan,
pengendalian kebakaran Hutan dan lahan, mitigasi
ketahanan bencana, dan perubahan iklim pada KPH
terdiri atas:

a] patroli pengamanan Hutan;

bl perlindungan dan pengendalian . kebakaran
Hutan dan lahan;

c]  pemulihan ekosistem gambut;

d] pembinaan areal perlindungan Hutan;
dan fatau

¢]  pengadaan dan/atan pembangunan sarana dan
prasarana  perlindungan  dan  pengendalian
kebakaran Hutan.

Fasilitasi pendampingan, pembinaan  kelompolk  tani

Hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung

kegiatan pengelolaan perhutanan sosial, terdiri atas:

1.  identilikasi, penyiapan, dan pemetaan potensi areal
untuk pengelolaan perhutanan sosial;

2. identifikasi dan pemetaaan penguasaan lahan oleh
masyarakat di dalam Kawasan hutan;

3. identifikasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya

masyarakat;
4, identifikasi dan pemetaan konflik tenurial;
3. identifikasi kelembagaan masvarakat,
£,  pelaksanaan pemetaan partisipatif oleh masvarakar,;
7. identifikasi  dan  verifikasi calon  pemegang

persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;

8. pendampingan  penyusunan rencana  pengelolaan
perhutanan sosial; dan/atan

9. himbingan teknis pelaksanaan pengelolaan
perhutanan sosial.

fasilitasi penataan Kawasan Hutan dalam rangka

pengukuhan Kawasan Hutan dan penataan Kawasan

Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan,

terdiri atas:

1.  pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tanah Objek
Reformasi Agraria [TORA);
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2, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan
perhutanan sosial;

3. pemantauan dan evaluasi perubahan peruntulan
Kawasan Hutan dan perubahan fungsi Kawasan
Hutan;

4. identifikasi batas Kawasan Hutan;
identifikasi batas areal PBPH;
identifikasi  dan  pemetaan adanya  hak-hak
masyarakat atau klaim di wilavah KPH;

7. pelaksanaan dan pemetaan tata batas wilayah
pengelolaan; danfatau

&. pemeliharaan tata batas.

g, [lasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan
industri, promosi produk hasil hutan dan pasar, untuk
mendukung pemulihan ekonomi nasional, terdiri atas:

1. pengadaan sarana dan prasarana promosi investasi
secara online maupun cetak;

2. promosi potensi areal PBPH dan  potensi areal
persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;

3. pembangunan industri kreatil berbasis komoditas
produk lokal;

4. pengadaan peralatan  ekonomi produktif  bagi
masyarakat; dan/atau

3. mendorong pemasaran produk hasil hutan dan jasa
lingkungan melalui e-commerce.

h. fasilitasi ketahanan pangan (food estate) dan energl yang
dilaksanakan KPH terdiri atas:

1. identifikasi dan pemetaan Kawasan Hutan untuk
ketahanan pangan dan energi;

2. identiflikasi kesesuaian lahan untuk ketahanan
pangan dan energi; dan/atau

3. identifikasi sosial, ckonomi dan budaya serta
pelibatan masvarakat dalam pengelolaan ketahanan
pangan dan energi.

i. fasilitasi peningkatan kapasitas sumber dayva manusia
vang dilaksanakan KPH, melalui kegiatan:

1.  penyuluhan masyarakat;

2.  peningkatan kompetensi teknis  bagl  penyuluh,
manggala agni, polisi kehutanan;
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peningkatan kapasitas usaha masvarakart,
pengembangan  kelembagaan kelompok usaha
pengelolaan perhutanan sosial; dan/atau
5. pendampingan usaha produktif masyarakat.
i. pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian
atas kegiatan pengelolaan Hutan vang dilaksanakan di
wilayah KPH.

Bagian Kelima
Arahan Pemanfaatan Hutan
Paragraf 1
Umum

Pasal 24

(1] Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan
Produksi vang dapat Dikonversi yang tidak dibebani
PBPH dan Hak Pengelolaan secara indikatif diarahkan
untuk pemanfaatan.

(2] Indikatif arahan pemanfaatan sebagaimana dimaksud
pada awat (1) disusun dalam bentuk Peta Arahan
Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha dengan
memperhatikan:

a. peta lungsi Kawasan Hutan;

L. peta Rencana Kehutanan Tingkat Nasional [RKTN);

c.  Peta Indikatif Penghentian Pemberian lzin Baru
(PIPPIB);

d. Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk
Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria;

e.  Peta Indikatif dan  Areal Perhutanan Sosial
(PIAPS); dan

f.  peta RPHIP KPHL atau KPHP yang telah disahkan.

(3] Peta Arahan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] ditetapkan Menteri,

(4] Peta Arahan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimalesud
pada avat (3) digunakan sebagai dasar pemberian PBPH
pada Hutan Lindung dan Hutan Produlsi serta menjadi

acuan hagi gubernur pemberian rekomendasi PEPH.
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Paragral 2
Kriteria Arahan Pemanfaatan Hutan Lindung

Pasal 25

1] Arahan pemanfaatan pada Hutan Lindung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 avat (1) diberikan pada blok
pemanfaatan.

(2] Pemanfaatan pada  Hutan  Lindung atau  blok
Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:

d. usaha Pemanfaatan Kawasan;
b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, dan/atau
c.  pemungutan HHBK,

(3] Pemanfaatan pada  Hutan  Lindung  sebagaimana

dimaksud pada ayat [2) memperhatikan:

a. kondisi tutupan lahan berhutan;

b,  masvarakat sekitar dan/atau di dalam Kawasan
Hutan;
potensi jasa lingkungan;

d. topografi; dan/atan

e. aksesibilitas.

(4 Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
huruf ¢ dapat dilakukan pada blok inti dengan tidak
merusak tegakan Huotan dan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,

Paragrafl 3
Kriteria Arahan Pemanfaatan pada Hutan Produksi

Pasal 26
1] Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (1} diarahkan untuk kegiatan:
4. usaha Pemanfaatan Kawasan;
b.  usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan,

usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
d. usaha Pemanfaatan HHEK,
e, Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
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.  Pemungutan HHEK.
(2] Pemanfaatan pada Hutan Produksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
a. kondisi tutupan lahan;
k. masyarakat sekitar dan/atau masyarakat di dalam

Kawasan Hutan;

c. topografi;

d. potensi Hasil Hutan Kayu;

e. potensi HHEK;

f. potensi jasa lingkungan;

g aksesibilitas; dan/atau

h, tidak berada pada Peta Indikatil Penghentian Pemberian

lzin Baru (PIPPIB],

Pasal 27
Hutan Produlksi yvang dapat Dikonversi yang tidak dibebani
PBPH dan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) dapat diarahkan pemanfaatannya setelah
mendapat  rekomendasi dari gubernur sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penggantian Biaya Investasi

Pasal 28

Penggantian  biaya investasi sehagai akibat adanya

persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan:

a. pertambangan meliputi pertambangan mineral,
batubara, minyak dan gas bumi, pertambangan lain,
termmasuk sarana dan prasarana antara lain jalan, pipa,
conveyor, dan smelter,

b.  ketenagalistrikan  meliputi  instalasi  pembanglit,
transmisi, distribusi listrik dan  gardu  induk  serta
teknologi energi baru dan terbarukan;

c. panas bumi;
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d. telekomunikasi antara lain jaringan telekomunikasi,
stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta
stasiun bumi pengamatan keantariksaan,;

¢, sarana transportasi vang tidak dikategorikan sebagai
sarana  fransportasi urmum untuk keperluan
pengangkutan hasil produlsi selain tambang antara lain
pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya
untuk  keperluan  pengangkutan  hasil  produksi
perkebunan, pertanian, perikanan, atau lainnya;

f.  waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum,
saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan
pengairan lainnyva;

g. fasilitas umum termasuk di dalamnva permukiman
masyarakat, sarana dan prasarana untuk umuom, dan
sosial yvang terbangun;

h. industri selain industri primer hasil Hutang

i.  prasarana penunjang keselamatan umum antara lain
keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas
darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi, dan
geofisika; atau

j. Tempat Pemrosesan Akhir [TPA] sampah, fasilitas
pengolahan limbah, atan kegiatan pemmulihan lingkungan
hidup,

pada schagian areal kerja pengelola/ pemegang

pengelolaan /PBPH  dilaksanakan dengan prinsip kelestarian

Hutan, keberlanjutan usaha, keadilan, kelayakan/kepatutan,

transparansi, dan bertanggung gugat.

Pasal 29
(1] Besarnya nilai penggantian biava investasi ditetaplean
Direktur Jenderal,
(2] Penghitungan penggantian biaya investasi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30
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(1] Komponen penggantian biaya investasi hagi
pengelola/pemegang pengelolaan / PBPH meliputi:
a. Milai Pasar [NP);

b.  Nilai Pasar vang Wajar (NPW);
c, Nilai S8arana dan Prasarana (NSP); dan
d. Milai Inefisiensi (NI).

(2] NP sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf a
diberlakukan terhadap hasil Hutan yvang berada di dalam
areal pengelola/pemegang pengelolaan /PBPH yvang tidak
dapat dimanfaatkan oleh pemegang PBPH dan/atau
pengelola  Kawasan Hutan  karena  adanya  kegiatan
Penggunaan Kawasan Hutan oleh pemegang persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan dengan menggunakan
harga patokan yang ditetapkan pemerintah.

(3] NPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diberlakukan atas seluruh hasil Hutan budidaya yang
akan ditebang dan/atau dipanen pada akhir daur,

4] NSP schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o
diberlakukan terhadap sarana dan prasarana yang telah
dibangun oleh pemegang PBPH dan/atau  pengelola
Kawasan Hutan vang tidak dapat dimanfaatkan oleh
pemegang PBPH dan/atau pengelola Kawasan Hutan
karena adanya kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan.

(3] NI sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d
diberlakukan terhadap nilai IPBPH dan biaya operasional
akibat keberadaan persetujuan Penggunaan Kawasan
Hutan,

Pasal 31

(1] NP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
huruf a dihitung berdasarkan nilai jual seluruh hasil
Hutan dari tebangan dan/atau pemanenan dengan
volume masak tebang/panen pada sebagian Hutan vang
diberikan persetujuan  Penggunaan Kawasan Hutan
dengan harga patokan yang ditetapkan pemerintah pada
saat dilakukan perhitungan.
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(2] NPFW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 avat (1)
huruf b dihitung dari taksiran pendapatan penjualan
hasil Hutan, dengan menggunakan satuan harga
patokan  wvang ditetapkan  pemerintah  pada  saat
dilakulkan perhitungan,

3] NSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
huruf ¢ dihitung berdasarkan nilai sarana dan prasarana
vang berlaku pada saat dilakukan perhitungan.

(4] NI sehagaimana dimaksoed dalam Pasal 30 ayat (1)
hurul d  dihitung  berdasarkan nilai inefisiensi  vang
ditetapkan pemerintah pada saat dilakukan perhitungan.

(3] Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan vang dibiavai oleh
anggaran pemerintah/badan usaha milik negara vang
bersifat tidak komersial, tidak dikenakan penggantian
biaya investasi.

6] Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan vang dibiayvai oleh
anggaran pemerintah/badan usaha milik negara yvang
bersifat  komersial, penggantian  biaya  investasi
dikenakan terhadap komponen NPW dan N3P,

(7] Dalam hal pada areal kerja perselujuan Penggunaan
Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada avat (5]
dan ayat (6] terdapat aset pemegang PBPH atau pengelola
Kawasan Hutan maka pemanfaatan aset  berupa
tanaman hasil budidayva dilaksanakan oleh pemegang
PBPH atau pengelola Kawasan Hutan.

Pasal 32

(1] Pemegang perseiujuan  Penggunaan Kawasan Hutan
menyampaikan permohonan penetapan besarnya nilai
penggantian biava investasi kepada Direktur Jenderal
dan pihak terkait,

(2] Permohonan penghitungan penggantian biaya investasi
digjukan setelah terbitnva penctapan batas areal kerja
persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(3] Berdasarkan permohonan sebagaimana dimalksud pada
ayvat (1] Direktur Jenderal membentuk tim  untuk

melakukan kajian terhadap penggantian biaya investasi,
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(4] Tim sebagaimana dimaksud pada avat (3) diketuai unsur
direktorat jenderal vang membidangi urusan pengelolaan
Hutan lestari, dengan anggota dari direktorat jenderal
yvang membidangl urusan planologi kehutanan dan tata
lingkungan, dan/atau unit kerja terkait vang mermiliki
kompetensi dalam penggantian biaya investasi.

3] Kajian terhadap penggantian hiayva investasi
sebagaimana dimaksud pada avat (4) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
setelah  diterimanva  surat  permohonan  penetapan
besarnya nilai penggantian biaya investasi

(8] Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada avat (3) oleh
ketua tim disampaikan kepada Direktur Jenderal.

(7] Segala biayva yang timbul akibat pelaksanaan kajian
penggantian biaya investasi yang dilaksanakan oleh tim
dibebankan kepada pemohon dengan mengikuti standar
biaya sesuai dengan kKetentuan peraturan perundang-

undangan,

Pasal 33

(1] Direktur  Jenderal menetapkan  besarnva  nilai
penggantian  biaya investasi setelah menerima  hasil
kajian dari tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat [3).

(2] Penetapan besarnya nilal penggantian hiava investasi
sebagimana dimaksud pada avat (1] disampaikan kepada
pemohon dan pihak terkait dalam jangka waktu 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak penetapan,

i3] Penectapan penggantian  biaya investasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersifat [linal dan mengikat
kedua belah pihak,

Pasal 34
(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
menyelesaikan pembayaran penggantian biaya investasi

kepada pengelola/pemegang pengelolaan,/PBPH paling
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lama 1 [satu) tahun setelah tanggal penetapan nilai
penggantian biaya investasi.

(2] Penyelesaian pembayaran penggantian biayva investasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai dari
anggaran pemerintah/badan  usaha milik  negara
dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun.

i3] Bukti pembayaran penggantian  biava  investasi
dilaporkan kepada Menteri melalui direktur jenderal yang
membidangi wrusan planologi kehutanan dan  tata
lingloungan dan Direktur Jenderal,

4] Dalam hal pembayaran scbhagaimana dimaksud pada
avat (1) tidak diselesaikan sesuai batas wakin yang
ditetapkan, Menteri melalui direktur jenderal yang
membidangl  urusan  planologi kehutanan dan  tata
lingkungan, mengenakan Sanksi Administratif sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembuatan dan fatau Penggunaan Koridor
Paragraf 1
Persetujuan Koridor

Pasal 35

(1] Koridor merupakan infrastruktur jalan anghkutan berupa
jalan truk atau lori vang dibuat dan/atan dipergunakan
terutama untuk mengangkut Hasil Hutan Kayu atau
HHEK atau hasil produksi Pengolahan Hasil Hutan Kayu
atau hasil produksi Penggunaan Kawasan Hutan di luar
areal perizinan atau persetujuannys.

(2] Jenis persetujuan koridor antara lain:
a. persetujuan pembuatan koridor; atau
b. persetujuan penggunaan koridor.

(3] Persetujuan pembuatan koridor sebagaimana dimalksud
pada ayvat {2} huruf a termasuk di dalamnya persetujuan

penggunaan koridor.
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Paragraf 2
Tata Cara Permohonan Persetujuan Pembuatan Koridor

Pasal 36
(1] Persetujuan pembuatan koridor sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 35 ayat (2] huruf a hanva dapat diberikan
kepada pemegang;

a. PBPH;
Hak Pengelolaan;
., persetujuan pengelolaan perhutanan

sosial; dan/atau
d. persetwjuan  Pemanfaatan  Kava  Kegiatan  Non
Kehutanan,
(2] Persetujuan pembuatan koridor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan pada:
a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atag
b. areal penggunaan lain,
(3] Persetujuan pembuatan koridor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a tidak dapat diberikan pada:
a, Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus ([KHDTE);
b. lokasi tegakan benih, kebun henih, atau koleksi
henih;
plot-plot penelitian atau petak ukur permanen;
d. areal sumber  daya  genetik atau kawasan
lindung; atau

e, lokasi tanaman silvikultur intensif.

Pasal 37

(1] Permohonan persetujuan pembuatan koridor diajulkan
oleh pemegang perizinan berusaha, Hak Pengelolaan,
dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) kepada Kepala Dinas atau kepala dinas
vang membidangi urusan pelayanan perizinan terpadu
saty pintu dan disampaikan juga kepada:
a. gubernur
b.  Direktur Jenderal;
c. UPT;
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d. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal vang
membidangi urusan planologi kehutanan dan tata
linglkungan; dan

e.  KPH,

(2]  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilengleapi dengan persyaratan:

a. rencana trase koridor yang dibuat pada peta skala
1:25.000 [satu berbanding dua puluh lima ribu) dan
disertai dengan data digital dalam format shape
file (shp);

b, peta citra penginderaan jarak jauh dengan resolusi
minimal 3 m (lima meter] liputan 1 (satu) tahun
terakhir;

c.  surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang
PBPH yang areal kerjanva akan dilalui pembuatan
koridor;

d. surat persetujuan dari Direktur Jenderal apabila
koridor yang akan dibuat melalui Kawasan Hutan
Produksi yang tidak dibebani PBPH;

e, surat keterangan dari pemerintah kabupaten/kota
apabila koridor vang akan dibuat melalui areal
penggunaan lain, dan

f.  surat persetujuan dari pihak pemegang hak atas
tanah apabila koridor yang akan dibuat melalud
tanah vang dibebani titel hal.

3] Dalam hal pemegang PBPH tidak memberikan surat
pernyvataan  tidak keberatan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (2) hurul ¢ dalam jangka walitu paling lama 30
itiga puluh) hari kerja setelah menerima surat
permohonan,  Direktur  Jenderal dapat  memberikan

persetujuan pembuatan koridor,

Pasal 38
(1) Dalam hal salah satu  persvaratan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 avat (2] tidak dipenuhi dalam
jangka wakin paling lambat 14 [empat belas) hari kerja
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setelah  diterimanva  permohonan, Kepala Dinas

menerbitkan surat penolakan kepada pemohon,

(2] Dalam hal persyaratan sebagaimana dimalksud dalam
Pasal 37 avat (2] dipenuhi, dalam jangka waktu paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya
permohonan, Kepala Dinas membentuk tim untok
melakukan penilaian dan pemeriksaan rencana trase
koridor yang anggotanya terdiri dari unsur:

a. Dinas Provinsi;

b. UPT;

o, unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal vang
membidangi urusan planologi kehutanan dan tata
linglungan;

d. dinas lingkungan hidup provinsi; dan

e.  KPH.

(3] Biava vang timbul akibat pemeriksaan schagaimana
dimaksud pada ayat (2} dibebankan kepada pemohon
berdasarkan standar biayva pemerintah,

Pasal 39

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2}
melakukan pemeriksaan rencana trose koridor yang
hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
paling lambat 2 jdusa) hari kerja setelah terbitnya surat
perintah tugas dari Kepala Dinas.

(2] Tim melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah  selesai

pemeriksaan rencana frase koridor,

Pasal 40
(1] Kepala Dinas atau kepala dinas vang membidangi
urusan pelayanan perizinan terpadu satu pintu atas
nama  gubernur menerbitkan  keputusan  persetujuan
pembuatan koridor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
setelah diterimanyva hasil  pemeriksaan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 avat (2] dan salinannva

disampaikan kepada:
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gubernur;
Direktur Jenderal;
UFT;

unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal vang

BT o

membidangl urusan planclogi kehutanan dan tata
lingkungan;

e. KPH; dan

f.  pemohon yang bersanghkutan.

(2] Dalam hal Kepala Dinas atas nama gubernur tidak
menerbitkan keputusan persetujuan pembuatan koridor
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal
sesnal dengan kewenangannva menerbitkan keputusan
persetujuan pembuatan koridor,

(3] Keputusan persetujuan pembuatan koridor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat pemegang izin;

b,  panjang dan lebar koridor;

c.  ketentuan pembuatan koridor;

d.  herlakunya persetujuan koridor; dan

e, lampiran peta rencana trase koridor,

(4] Dalam hal hasil pemeriksaan oleh tim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 avat (2) merekomendasi untuk
tidak disetujui, paling lambat 5 (lima) hari kerja, Kepala
Dinas menerbitkan surat penolakan kepada pemohon,
dan salinannya disampaikan kepada:

a. gubernur;

b,  Direktur Jenderal,;

c. UFT;

d. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal vang
membidangl urusan planologi kehutanan dan tata
lingkungan; dan

e. kepala KPH.

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan Persetujuan Penggunaan Koridor

Pasal 41
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(1] Persetujuan penggunaan Koridor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dapat diberikan pada:
A, Hutan Lindung;

b, Hutan Produksi; dan/atau
o,  areal penggunaan lain,

(2] Persetujuan pembuatan danfatan penggunaan koridor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diberikan kepada pemegang:

a. PBPH;

b. PBPHH;
persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;

d. persetujuan  Pemanfaatan  Kavu  Kegiatan  Non
Kehutanan; dan /atau

e,  persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang
telah mendapat penetapan batas areal kerja.

Pasal 42

(1] Permohonan penggunaan koridor dapat diajukan oleh
pemegang  PBPH  perizinan /persetujuan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 avat (2] terhadap jalan
angkutan yang;

a. telah dibangun atan dipergunakan oleh pemegang
PEPH;

b, telah dibangun atau dipergunakan oleh pemegang
persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; dan/atau

c. eksisting tetapi tidak ada pemegang izinnya,

(2] Permohonan  penggunaan  koridor  terhadap  jalan
angkutan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
dan huruf b dilakukan melalui skema penggunaan
bersama dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama
serta melaporkan kepada Kepala Dinas dan salinannya
disampaikan kepada:

a. Direktur Jenderal,

b.  UPT; dan

c. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yvang
membidangi urusan planologi kehutanan dan tata

lingkungan.
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(3] Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] memuat hak dan kewajiban serta ruang lingkup
penggunaan fasilitas bersamsa.

(4] Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penggunaan
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dan
ayat (3] dalam jangks waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja, Direkiur Jenderal menetapkan penggunaan

jalan bersama.

Pasal 43
(1] Permohonan  penggunaan  koridor  terhadap jalan

angkutan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 42

ayat [1} huruf ¢ diajukan kepada Kepala Dinas dan

disampaikan juga kepada:

a. gubernur;

b.  Direktur Jenderal;

c.  UPT; dan

d. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal vang
membidang] urusan planologh kehutanan dan tata
lingkungan.

(2]  Permohonan pengEunann koridor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi persyaratan:

a. peta trase koridor yang akan dimohon dengan skala
1:25.000 [satu berbanding dua puluh lima ribu) dan
disertai dengan data digital dalam format shape file
{shp), serta penjelasan panjang dan lebar lkaridor;

b, peta citra penginderaan jarak jauh dengan resolusi
paling kecil 5 m (lima meter] liputan 1 (satu] tahun
terakhir;, dan

©.  perizinan berusaha/persetujuan yang dimiliki oleh

pemohon,

Pasal 44
(1) Dalam hal salah satu  persvaratan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2 tidak dipenuhi, paling

lambat 5 (lima) hari kerja  setelah  diterimanva
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permohonarn, kKepala Dinas menerbitkan  surat

penolakan kepada pemahon,

(2] Dalam hal persyaratan sebagaimana dimalksud dalam
Pasal 43 ayat (2] sudah dipenuhi, paling lamhat 5 (lima)
hari kerja setelah diterimanya permohonan, Kepala
Dinas membentuk tim untuk melakukan penilaian dan
pemeriksaan rencana trase koridor yang akan digunakan
yang anggotanya terdiri dari unsur:

a. Dinas Provinsi;

b.  UPT;

c. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal vang
membidangi urusan planologi kehutanan dan tata
lingltungan;

d. dinas lingkungan hidup provinsi; dan

e. kepala KPH.

(3] Biava vang timbul sebagai akibat dari penilaian dan
pemeriksaan  rencana  traose koridor  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dibebankan kepada pemohon
berdasarkan standar biayva pemerintah,

Pasal 45

(1] Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2]
melakukan penilaian dan pemeriksaan rencana trase
koridor vang hasilnva dituangkan dalam berita acara
penilaian dan pemeriksaan paling lambat 2 [dua) hari
kerja setelah terbitnya surat perintah tugas dari Kepala
Dinas.

(2] Tim melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada
Repala Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
selesai penilaian dan pemeriksasn rencana frase koridor.

Pasal 46
(1] Kepala Dinas atau Kepala Dinas yang membidangi
urusan pelayanan perizinan terpadu satu pintu atas
nama gubernur menerbitkan keputusan persetujuan
penggunaan koridor paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja  setelah  diterimanya hasil - penilaian dan
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pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

ayat (2} dan salinannya disampaikan kepada:

a. gubernur;

b, Direktur Jenderal;

UPT;

d. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal vang
membidangi urusan planoclogi kehutanan dan tata
linglkungan;

e.  KPH; dan

f.  pemohon yang bersangkutan,

(2] Dalam hal Kepala Dinas atas nama gubernur tidak
menerbitkan  keputusan  persefujuan  penggunaan
koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur
Jenderal  sesual dengan kewenangannya  untuk
menerbitkan  keputusan  persetujuan  penggunaan
kaoridor,

(3] Keputusan persetujusan pengeunasn koridor
sehagaimana dimaksud pada avat (1) paling sedikit
memuat:

a. nama dan alamat pemegang persetujuan;

b.  panjang dan lebar koridor;
ketentuan hak dan kewajiban penggunaan koridor;

d.  berlakunya persetujuan koridor; dan

e. lampiran persetujuan berupa peta rencana trase
koridor.

(4] Dalam hal hasil penilaian dan pemeriksaan oleh tim
schagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 45 ayat (2]
merekomendasi untuk tdak disetujui, paling lambat 5
{limaj hari kerja. Kepala Dinas menerbitkan surat
penolakan kepada pemohon dan salinannya
disampaikan kepada:

a. gubernur;

b, Direktur Jenderal;

UPT;

d. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal vang

membidangi urusan planologi kehutanan dan tata

lingkungan; dan
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e. KPH,
5] Dalam hal koridor diperlukan perbaikan/pelebaran,
rencatia  perbaikan/pelebaran dimasukkan dalam

persetujuan penggunaan koridor.,

Pasal 47

(1) Jangka waktu pemberlakuan persetujuan pembuatan
dan/atau  penggunaan  koridor paling lama  sampai
dengan jangka waktu izin vang dimiliki berakhir,

(2] Dalam hal perizinan yang dimiliki sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diperpanjang, persetujuan
penggunaan koridor tetap berlaku,

i3] Dalam hal terdapat sisa persediaan produksi dalam areal
kerja dan masa berlaku PEPH telah berakhir, pemegang
persetujuan tetap dapat menggunakan koridor guna
menganghkut sisa persediaan produksi dalam jangka
waktu paling lama | (satu) tahun sejak berakhirnya
PBFH.

Paragraf 4
Ketentuan Pembuatan Koridor dan Pemanfaatan Kayu

Pasal 48
(1] DPelaksanaan  pembuatan koridor  harus  memenuhi
ketentuan:
a. diupayakan agar jalan angkutan vang dibuat
merupakan jarak yang terpendek;
b, diutamakan pada areal vang tidak berhutan;
tidak melalkukan pembakaran; dan
d.  lebar koridor paling besar 40 m (empat puluh meter)
vang terdiri dari jalan utama/badan jalan, bahu
jalan kanan dan kiri, serta tebang matahari dari
tepi bahu jalan kanan dan kiri.
(2] Pemanfaatan kayu untuk pembuatan koridor diberikan
dengan ketentuan:
a. kavu vang diperoleh untuk pembuatan koridor dari

areal PBPH atau persetujuan Penggunaan Kawasan
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Hutan  yang  dilalui koridor  diprioritaskan
pemanfaatannya kepada pemegang PBPH,

b, kayvu yvang diperoleh dari hasil pembuatan koridor
sebagaimana dimaksud pada huruf a target volume
pemanfaatan kayunya sekaligus dalam persetujuan
karidor;

c. kavu hasil penebangan sebagaimana dimaksud
pada huruf b dibuatkan LHP khusus oleh pemegang
PBEPH yang arealnya dilalui koridor;

d. kavu vang diperoleh dari areal Hutan Negara vang
tidak dibebani izin/hak diberikan kepada pemegang
persetjuan  koridor  dengan target volume
pemanfaatan kavu dimasukkan dalam persetujuan
pembuatan koridor; ataw

e,  kavu wang diperoleh dari areal tanah milik
diserahkan pemanfaataannya kepada pemilik areal.

i3] Kayu yang diperoleh dari pembuatan koridor yang

berasal dari Hutan Negara dikenakan pungutan PNBP di

bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

BAB III
PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan dan Perpanjangan Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan
Paragraf 1
Umum

Pasal 49
(1] Pemanfaatan Hutan bertujuan  untuk memperoleh
manfaat hasil dan jasa Hutan secara optimal, adil, dan
lestari hagi kesejahteraan masyarakat.
(2] Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
a. usaha Pemanfaatan Kawasan,

b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
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c.,  usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan
HHBK; dan

d. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan HHBE.

i3] HKegiatan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimalksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan PBPH.

(4] PBPH sebagaimana dimaksod pada ayat (1) meliputi:
a. Pemanfaatan Hutan Lindung;, dan
b,  Pemanfaatan Hutan Produlksi.

i3] PBPH pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada
ayat (4 huruf a dilakukan dengan Multiusaha
Kehutanan meliputi kegiatan:
a. Pemanfaatan Kawasan;
b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau
¢.  Pemungutan HHEK.

16 PBPH pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] huruf b dilakukan dengan  Multiusaha
Kehutanan meliputi kegiatan:

a. Pemanfaatan Kawasan;

=

Pemanfaatan Jasa Lingkungan,
c.  Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
d. Pemanfaatan HHBK;
e.  Pemungutan Hasil Hutan Kayu, dan/atau
f. Pemungutan HHEK,
(7] Standar kegiatan usaha pada penyelenggaraasn PBPH
berbasis  resiko  diatur  dengan  Peraturan  Menteri

tersendiri.

Pasal 50

(1] Areal wvang dapat dimohon untuk PBPH pada Hutan
Lindung atau FBPH pada Hutan Produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) merupakan areal yang
telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arahan
Pemanfaatan Hutan.

(2] Areal vang telah ditetapkan arahan pemanfaatannya
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1} menjadi acuan bagi
gubernur dalam memberikan pertimbangan teknis atau
rekomendasi permohonan PBPH.
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(3] Dalam hal permohonan PBPH lebih dari 1 (satu)
pemohon pada areal vang sama, permohonan yang dapat
diproses lehih lanjut vaitu permohonan yvang lebih awal
diterima oleh Lembaga 053 dan dinvatakan lengkap,

Pasal 51
(1] Proses PBPH yang tidak dikenakan biava meliputi:

a. informasi Peta Arahan Pemanfaatan Hutan,

b,  permohonan pertimbangan  teknis untuk Hutan
Lindung atau rekomendasi untuk Hutan Produksi
dari gubernur;

c.  wverifikasi administrasi dan teknis; dan

d. pembuatan weorking area/peta areal kerja,

(2] Biava vang menjadi tanggung jawab pemohon PBPH,
meliputi:

a.  survel lapangan;

b, pembuatan proposal teknis; dan

c. penyusunan dokumen lingkungan,

Pasal 52

(1] Permohonan PBPH pada Hutan Lindung atau Hutan
Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4]
dapat diajukan oleh:

Perseorangan;

Koperasi;

badan usaha milik negara;

badan usaha milik daerah; atau

. badan usaha milik swasta.

R0 oo

(2] Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1] vang
mengajukan PBPH pada Hutan Lindung atau Hutan
Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4]
merupakan Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan.

Pasal 53
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(1] PBFH pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayvat (4] diajukan
kepada  Menteri  melalui  Lembaga 055 dilengkapi
persyaratan permohonan.

2]  Penyampaian permohonan dan persyaratan permohonan
kepada  Lembaga OS85 sebagaimana dimaksud  pada
ayat (1) melalui sistem elektronik vang terintegrasi dan

dokumen asli disampaikan kepada Direlctur Jenderal,

Paragraf 2
Persyaratan Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan

Hutan pada Hutan Lindung

Pasal 54
Persyaratan permohonan PBPH meliputi:
a. pernyataan komitmen; dan

b.  persyaratan teknis.

Pasal 55

(1] Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 huruf a meliputi:
4. pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat

geografis batas areal yang dimohon;

b, penyusunan dokumen lingkungan; dan
c.  pelunasan IPBPH.

i2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pernyataan Pelaka Usaha untuk
memenuhi persyaratan PBPH.

Pasal 56
(1] Persyvaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 huruf b untuk permohonan PBPH pada Hutan
Lindung terdiri atas:
a. proposal teknis, paling sedikit memuat:
1. kondisi umum areal biofisik, antara lain potensi
Pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan, Hasil

Hutan Kavu dan HHBEK, serta sosial ekonomi
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dan budaya masvarakat setempat pada areal

yang dimohon;

2. kondisi umum perusahaan dan perusahaan
tidak masuk dalam kategori pembatasan PBPH
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

3. maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan,
organisasi/tata  laksana, rencana investasi,
pembiayaan/cash  flow, perlindungan, dan
pengamanan Hutan.

b, proposal  teknis  scbagaimana dimaksud  pada
huruf a dengan melampirkan:

1. pernyataan yang dibuat di hadapan notaris,
yvang menyvatakan kesediaan untuk membula
atau telah memiliki kantor cabang di daerah
provinsi danfatau di daerah kabupaten/lkota;

2. pernyataan yang dibuat di hadapan nolaris,
yvang menyatakan perusahaan tidak masuk
dalam  kategori  pembatasan PBPH  sesuad
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan;

3. areal vang dimohon dilampiri peta skala paling
sedikit:

a)  1:50000 (satu berbanding lima  puluh
ribu) untuk luasan areal vang dimohon di
atas 10,000 Ha (sepuluh ribu hektare|;

b} 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu)
untuk luasan  areal vang dimohon
1.000 Ha (seribu hektare] sampai dengan
10.000 Ha (scpuluh ribu hektare); atau

¢ 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) untuk
luasan areal yang dimohon kurang dari
1.000 Ha (seribu hektare),

dengan  mengacu  pada  peta Bupa Bumi

Indonesia dan disertai dengan berkas digital

dalam format shape file (shp);

dan
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4,  Pakta Integritas paling sedikit berisi:

a) pernyataan bahwa dokumen vang
disampaikan asli dan menjadi tanggung
jawab pemohon; dan

b}  pernyataan bahwa biaya vang dikeluarkan
dalam proses perizinan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-

undangan.

o, format proposal teknis sebagaimana dimaksud pada

hurufl a sebagaimana tercantum dalam Lampiran [
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

d. pertimbangan teknis dari gubernur kepada Menteri

vang berisi informasi mengenai tata ruang wilayah
provinsi atas areal vang dimohon yang berada di
dalam Peta Arahan Pemanfaatan Hutan, dengan
melampirkan:

1. peta skala paling sedildt:

a)  1:50.000 (satu berbanding lima puluh
ribu) untuk luasan areal yvang dimohon di
atas 10,000 Ha (sepuluh ribu hektare);

bl 1:10.000 [satu berbanding sepulub  ribu)
untuk luasan  areal wvang  dimohon
1.000 Ha (seribu hektare) sampai dengan
10,000 Ha (sepuluh ribu hektare); atau

] 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) untuk
luasan areal yang dimohon kurang dari
1.000 Ha (seribu hektare),

dengan mengacu pada peta Bupa  Bumi

Indonesia; dan

2. informasi terkait dengan potensi Pemanlaatan

Kawasan, jasa lingkungan dan HHEK, serta

keberadaan masyarakal setempat yvang berada

di dalam areal vang dimohon.

Dalam  hal pertimbangan teknis dari  gubernur
sebagaimana  dimalksud pada ayat (1) huruf d tidak

diterbitkan dalam jangka wakiu paling lama 10 (sepuluh)
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hari kerja sejak diterima permohonan, Lembaga OS5
memproses permohonan PBPH.

(3] Dalam hal gubernur tidak menerbitkan pertimbangan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) pemohon
melampirkan  bukti  tanda  terima  permohonan
pertimbangan  teknis sebagai pemenuhan  kelenghkapan
persyaratan.

4] Dalam hal daerah provinsi terdapat dinas vang
membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu, pertimbangan teknis dari gubernur
dapat diterbitkan oleh kepala dinas vang membidangi
urusan penanaman modal dan pelavanan terpadu satu
pintu.

(5] Dalam hal areal telah diterbitkan pertimbangan teknis
oleh gubernur untuk satu pemohon maka tidak dapat
diterbitkan pertimbangan teknis untuk pemohon lain,

i6) Gubernur dapat menerbitkan pertimbangan teknis untuk
pemohon  lain dalam  hal  pemohon  sehagaimana
dimaksud pada avat (5] berdasarkan pemberitahuan
bahwa permohonannya tidak dapat dilanjutkan sesuai
dengan  hasil wverifikasi  pemenuhan  persyaratan
permohonan dan/atau pemenuhan komitmen.,

Paragraf 3
Penvelesaian Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan

Hutan pada Hutan Lindung

Pasal 57
Berdasarkan persyaratan permohonan sebagaimana
ditnaksud dalam Pasal 54 Direktur Jenderal mengunduh
permohonan  dan  persvaratan  permohonan  dari  sistem
elektronik yang terintegrasi.

Pasal 58
(1] Berdasarkan hasil unduhan dan/atan dokumen asli
permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 Dircktur Jenderal dalam
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jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan

verifikasi administrasi dan teknis, terhadap pernyatasn

komitmen dan persyaratan teknis.

(2] Pelaksanaan verifikasi administrasi dan teknis terhadap
persvaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} terdiri atas:

a. melakukan  identifikasi dan  pemilahan  dat